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Sesulit apa pun prosesnya, jalani saja dengan benar, jangan lupa berdoa, lalu nikmati 
hasilnya. Tuhan tidak pernah tidak baik. 
(Penulis) 
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(Penulis) 
 Hiburlah hatimu dengan hikmah dan kebijaksanaan. Sesungguhnya hati dapat berkarat 
sebagaimana besi. 
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Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui kontruksi yuridis peran Notaris dalam 
pelaksanaan pengampunan pajak dan mengetahui perlindungan hukum bagi Notaris dalam 
pelaksanaan pengampunan pajak oleh wajib pajak yang diduga melakukan tindak pidana 
pencucian uang. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Data yang 
diperoleh ialah data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, kemudian dianalisis 
dengan menggunakan teknik pendekatan undang-undang dan teknik pendekatan konsep 
perlindungan hukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa : (1) Konstruksi yuridis peran 
Notaris dalam pelaksanaan pengampunan bermula dari diberlakukannya program 
pengampunan pajak. Dalam program tersebut, Notaris ditempatkan sebagai salah satu 
stakeholder yang bertugas untuk melegalisasi surat pernyataan sesuai dengan permintaan 
wajib pajak yang berisi pernyataan mengenai kepemilikan harta kekayaan dengan 
dilampiri daftar hutang yang dapat berupa akad kredit dan surat pengakuan utang dari 
wajib pajak. (2) Perlindungan hukum bagi Notaris dalam pelaksanaan pengampunan pajak 
oleh wajib pajak yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang sangat diharapkan 
oleh Notaris. Pasalnya UUJN mengatur Notaris sebagai pejabat publik yang wajib untuk 
menjaga segala rahasia tugas jabatannya termasuk akta dan dokumen lain yang dibuat oleh 
dan/atau dihadapannya. UUPP juga mengatur hal yang serupa, bahwa dokumen apapun 
yang dipergunakan oleh wajib pajak untuk mengikuti pengampunan pajak dilarang 
dibocorkan pada pihak manapun. Kedua aturan tersebut menjadi bertentangan dengan 
UUTPPU yang mewajibkan Notaris melapor kepada PPATK bilamana mengetahui adanya 
dugaan tindak pidana pencucian uang, menjawab segala polemik sebagaimana dijelaskan, 
UUTPPU melalui Pasal 45 yang berbunyi “Dalam melaksanakan kewenangannya 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap PPATK tidak berlaku 
ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik yang mengatur kerahasiaan”. 
 






Name: Anggraini Puspita Sari, NIM: S.351502007, NOTARY LEGAL PROTECTION IN 
THE IMPLEMENTATION OF TAX AMNESTY FOR TAXPAYERS PRESUMED OF 
COMMITTING MONEY LAUNDERING OFFENCE, Master of Notarial Law, Law 
Faculty, Sebelas Maret University, Surakarta, 2017. 
The purpose of this paper is to determine juridical construction of Notary role in the 
implementation of tax amnesty and Notary legal protection in the implementation of tax 
amnesty for taxpayers presumed of committing money laundering offence. The type of 
research is normative juridical. The data obtained was secondary data, which was then 
analyzed using statue approach technique and conceptual approach technique of legal 
protection. Result of the research shows that: (1) Juridical construction of Notary's role in 
the amnesty implementation was initiated by the tax amnesty program. In this program, 
Notary is designated as one of the stakeholders in charge of legalizing a letter of statement 
in accordance with the request of taxpayers containing a statement regarding the 
ownership of certain assets with the attached list of debts which might be a loan agreement 
and promissory note from the taxpayers. (2) Legal protection for Notary in the 
implementation of tax amnesty for taxpayers presumed of committing money laundering 
offence is vastly expected by the Notary. It is due to the fact that UUJN (Notary Law) 
regulates the Notary as public officials obliged to keep their official job confidential, 
including deeds and other documents created by and/or in their presence. UUPP (Tax 
Amnesty Law) also regulates the same issue, any documents used by taxpayers in the tax 
amnesty are super credential to any party. Both laws are contradictory with UUTPPU 
(Money Laundering Offence Law) which requires Notary to report to PPATK (Indonesian 
Financial Transaction Reports and Analysis Center/INTRAC) when there is any allegation 
of money laundering offence. Responding the polemics described above, government 
applies UUTPPU (Money Laundering Offence Law) Article 45 which reads "In exercising 
its authority as referred to in this Law, it does not apply provisions of laws and code of 
ethics governing confidentiality to INTRAC". 
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